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BUPATI BANGKA SELATAN 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR 14 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN                   

NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa 

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat 

diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu; 

b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sehingga 

adanya Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang 

mengelola dan memungut Pajak dan Retribusi Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4033); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5161); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pjak Daeah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5179); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 14); 
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10. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 25 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 25); 

11. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2014 

tentang Sistem Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 26); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 

2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN 

PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 17 diubah, angka 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 dihapus dalam Peraturan 

Bupati Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 17), sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 

2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Selatan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah perangkat daerah yang tugas pokok dan 

fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi 

daerah. 

6. Dihapus. 

7. Dihapus. 

8. Dihapus. 

9. Dihapus. 

10. Dihapus. 
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11. Dihapus. 

12. Dihapus. 

13. Dihapus. 

14. Dihapus. 

15. Dihapus. 

16. Dihapus. 

17. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN 

adalah Pihak lain yang membantu dalam melaksanakan 

pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bangka 

Selatan. 

18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 

pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

21. Insentif Pemungutan Pajak adalah tambahan penghasilan 

yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu 

dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

23. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak 

dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 

 

Ditetapkan di Toboali 
pada tanggal 27 Februari 2018 

BUPATI BANGKA SELATAN, 
 

ttd 
 

JUSTIAR NOER 

Diundangkan di Toboali 
pada tanggal 27 Februari 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA SELATAN, 
 

ttd 

 

SUWANDI 
 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 14 
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